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PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

a.

1.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan
bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
memberikan pedoman  dan pengarahan  serta
merumuskan kebijakan sesuai dengan kewenangannya,

bahwa perlu menciptakan tertib administrasi,
peningkatan  koordinasi dan kelancaran proses
penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana tentang Pembentukan Produk
Hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi
Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tata Cara
Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Peraturan Presiden;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini
yang dimaksud dengan:

1.

Produk hukum adalah peraturan perundang-undangan maupun
dokumen kebijakan non-perundang-undangan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan produk hukum adalah proses pembuatan peraturan
perundang-undangan maupun dokumen kebijakan non-perundang-
undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses
pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat
BNPB, adalah lembaga pemerintah Non-Kementerian setingkat
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang
selanjutnya disingkat Peraturan Kepala BNPB, adalah peraturan yang
dibuat oleh Kepala BNPB.

Program Legislasi Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya
disingkat Proleg PB, adalah perencanaan program pembentukan
peraturan perundang-undangan di lingkungan BNPB.

Pemrakarsa adalah pihak di lingkungan BNPB yang mengusulkan
pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh pemrakarsa untuk
keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.
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10. Panitia antar Kedeputian adalah panitia yang dibentuk oleh Sekretaris
Utama untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-
undangan.

BAB Il

PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, PERATURAN
PEMERINTAH,

DAN PERATURAN PRESIDEN
Pasal 2

Pembentukan rancangan undang-undang, peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 3

(1) BNPB menyiapkan draft awal rancangan undang-undang, rancangan
peraturan pemerintah  pengganti undang-undang, rancangan
peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.

(2) Tata cara penyiapan draft awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB Il
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 4

(1) Perencanaan pembentukan Peraturan Kepala BNPB dilaksanakan
dalam Proleg PB.

(2) Proleg PB disusun oleh Tim Penyusun Proleg PB.
(3) Proleg PB ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNPB.
(4)

Proleg PB ditetapkan berdasarkan skala prioritas dalam jangka waktu
1 (satu) tahun.

(5) Proleg PB wajib memuat analisis pengurangan risiko bencana.
(6) Proleg PB wajib memuat analisis gender.
(7) Proleg PB wajib memuat analisis disabilitas.
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Pasal 5

Dalam penyusunan Proleg PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
penyusunan daftar Rancangan Peraturan Kepala BNPB didasarkan atas:

a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. Rencana Strategis Badan;

c. Rencana Kerja tahunan Badan;

d

pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam
penanggulangan bencana; dan

e. aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BNPB dapat diprakarsai oleh:
Sekretaris Utama;
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Deputi Bidang Penanganan Darurat;
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan;
Inspektur Utama,;
Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan

S@ "o a0 T p

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Pasal 7

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BNPB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pembentukan Tim Teknis
dan Panitia antar Kedeputian.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Pemrakarsa.

(3) Panitia antar Kedeputian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Sekretaris Utama.

(4) Keanggotaan, tata cara kerja dan hal-hal teknis lain yang berkaitan
dengan Tim Teknis dan Panitia antar Kedeputian diatur dalam
Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 8

(1) Tim Teknis menyusun rancangan Peraturan Kepala BNPB
berdasarkan Proleg PB.
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(2)

(3)

(4)

Tim Teknis menyusun rancangan Peraturan Kepala BNPB di luar
Proleg PB, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin
prakarsa kepada Kepala BNPB.

Dalam menyusun draft awal rancangan Peraturan Kepala BNPB, Tim
Teknis terlebih dahulu menyusun kajian mengenai materi yang akan
diatur.

Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar-dasar
pemikiran, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

Pasal 9

Panitia antar Kedeputian bertugas untuk:

a.
b.

menyempurnakan kajian yang disusun oleh Tim Teknis;
menyempurnakan rancangan awal Peraturan Kepala BNPB.
Bagian Ketiga
Pembahasan
Pasal 10

Pembahasan rancangan Peraturan Kepala BNPB dilaksanakan oleh
Panitia antar Kedeputian.

Ketentuan teknis pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 11

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala BNPB,
Ketua Panitia antar Kedeputian dapat:

a. menyebarluaskan rancangan Peraturan Kepala BNPB kepada
masyarakat untuk mendapatkan masukan; dan

b. meminta tanggapan dan/atau saran atas rancangan Peraturan
Kepala BNPB dari Menteri dan/atau Kepala lembaga pemerintah
non-kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial
masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan bahan penyempurnaan rancangan Peraturan
Kepala BNPB.

Bagian Keempat
Pengesahan
Pasal 12

Jika perumusan akhir rancangan Peraturan Kepala BNPB tidak
mengandung permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik
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penyusunan peraturan perundang-undangan, Ketua Panitia Antar
Kedeputian menyampaikan rancangan Peraturan Kepala BNPB kepada
Kepala BNPB guna mendapatkan pengesahan.

Rancangan Peraturan Kepala BNPB disahkan oleh Kepala BNPB
dengan membubuhkan tanda tangan.

Ketentuan teknis pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Kelima
Pengundangan
Pasal 13

Peraturan Kepala BNPB yang telah ditetapkan wajib diundangkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengaturan teknis pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan
Pasal 14

Penyebarluasan Peraturan Kepala BNPB dilakukan oleh Biro Hukum
dan Kerjasama.

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memberikan informasi melalui media cetak, elektronik dan
media terkait lainnya.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan
Pasal 15

Pembiayaan kegiatan pembentukan dan penyebarluasan peraturan
perundang-undangan menggunakan anggaran Biro Hukum dan Kerjasama
atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB IV
PEMBENTUKAN PERATURAN KEBIJAKAN
Pasal 16

Dalam rangka membentuk kebijakan yang bersifat menetapkan dan tidak
bersifat mengatur, dapat disusun:
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Keputusan Kepala BNPB;
Keputusan Sekretaris Utama,;
Keputusan Deputi; atau

o oo o

Keputusan Inspektur Utama.
Pasal 17

Pembentukan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur
lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku, rancangan peraturan
perundang-undangan yang sedang dalam proses penyusunan tetap
dilanjutkan dan disesuaikan dengan Peraturan Kepala BNPB ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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